SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : @/HK.03.1-Kpt/5330/Kab/V /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,
Menimbang . a. bahwa dalam rangka menciptakan pemerintahan yang
bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat
melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional,
serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme
(KKN) yang berbasis kinerja pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai,

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah
dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai tentang Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang.....



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
442);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan.....



Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

1. Keputusan  Komisi Pemilihan @ Umum  Nomor
612/0ORT.04-Kpt/05/KPU/XI1/2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun
2020-2024

2. Berita acara rapat pleno Nomor ..... /PK.01-BA/5310/
Kab/.../2021 tanggal ......... 2021 tentang Penetapan
Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Manggarai tahun 2021 ;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021.
Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemillhan Umum  Kabupaten
Manggarai Tahun 2021 yang terdiri dari :
Tim Pengarah;
Tim Pelaksana;
Tim Agen Perubahan/ Agent of Change;
Tim Manajemen Perubahan;
Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
Tim Penguatan Kelembagaan,;
Tim Penguatan Tata Laksana;

Tim Penataan Manajemen ASN
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Tim Penguatan Pengawasan;

10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan

11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Susunan  keanggotaan  Tim Reformasi  Birokrasi
sebagaimana  dimaksud dalam DIKTUM  KESATU
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam
lajur 5 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT...
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

Sekretaris, ,

" ‘Gregoriu§ M. B. Peri

Ditetapkan di Ruteng
Pada tanggal 27 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

ttd.

Thomas Aquino Hartono



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/V/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

1 KEDUDUKAN | TUGAS DALAM |
N AMA i
° N JABATAN | " araM TIM TIM
1 2 3 4 5
I. |PENGARAH
Pengarah _
1. | Thomas Aquino Hartono Ketua merangkap Pengarah
Ketua
Pengarah
2. | Yohanes Sunardianto Gampung Anggota merangkap Pengarah
anggota
Pengarah
3. | Maria Susanti Kantur Anggota merangkap Pengarah
anggota
Pengarah
4. | Albertus Kurman Efendi Anggota merangkap Pengarah
anggota
Pengarah
5. | Rikardus Jemmi Pentor Anggota merangkap Pengarah
anggota
II. | PELAKSANA |
Gregorius M. B. Peri Sekretaris Ketua Ketua
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TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1. | Hieronimus Daput Kepala Koordinator -Menyusun
' Sub merangkap strategi
Bagian anggota manajemen |
Program perubahan dan |
dan Data strategi
komunikasi
pada Komisi
Pemilihan
Umum
kabupaten
Manggarai
2. | Oswaldus Romanus Soba Kepala Anggota ' -Melaksanakan
Sub sosialisasi dan
Bagian internalisasi
Teknis manajemen
3. | Yohanes Bosco Paulino Kepala Anggota perubahan
Sub dalam rangka
Bagian reformasi
Hukum birokrasi
4. | Maksimianus Warronsah Kepala Anggota
Sub
Bagian
Keuangan
, umum
dan
Logistik
5. | Yanuarius Sefryjons Taseng Staf Anggota
IV | Tim Peng{iat Peraturan Perundang-undangan
1. | Yohanes Bosco Paulino Kegaié Koordinator | Mengidentifikas
Sub merangkap |i Peraturan |
Bagian anggota perundang-
Hukum undangan yang
dikeluarkan
- . komisi
2. | Oswaldus Romanus Soba Kepala Anggota Pemilihan
Su'b Umum
Bagi an Kabupaten
Teknis MANGGARAI
-Melakukan
pemetaan
peraturan
perundang-

undangan yang




tidak singkrddr; ]

; . atau tidak
Hieronimus Daput Kepala Anggota harmonis di
Sub .
. Lingkungan
Bagian Komisi
Program Pemilihan
dan Data Umum Kab.
Maksimianus Warronsah Kepala Anggota MANGGARAI .
Sub
Bagian
Keuangan
Umum
dan
Logistik
‘Maria B. Florence Eldyn Staf Anggota
Tim P;ngilatan Kelembagaan
Maksimianus Warronsah Kepala Koordinator |-Membentuk
Sub merangkap unit kerja yang
Bagian anggota menangani
Keuangan fungsi
, Umum organisasi, tata
dan laksana,
Logistik | kepegawaian |
Yohanes Bosco Paulino Kepala Anggota i?;mcgﬁlat yans
Su'b mendukung
Bagian tercapainya
Hukum sasaran dan
| Oswaldus Romanus Soba Kepala Anggota target reformasi
Sub | birokrasi
Bagian
Teknis
Hieronimus Daput Kepala Anggota
Sub
Bagian
Program
dan Data
Vitalis Bin Ismail Staf Anggota




VI. | Tim Penguatan Tata Laksana
1. | Oswaldus Romanus Soba Kepala | Kordinator | Mengkoordinasi
Sub merangkap 5 kan dan
' Bagian anggota | menyiapkan
| Teknis dokumen SOP
dan core bussines.
Hupmas Mengkoordinasi
;: kan
] pembangunan
| 2. | Maksimianus Warronsah Kepala Anggota atau
Sub pengembangan
Bagian e-goverment
Keuangan
, Umum
dan
Logistik
""" 3. lYc.»hanesBosc:o Paulino Kepala
‘ Sub
Bagian Anggota
Hukum
4. | Hieronimus Daput \, Kepala
| Sub
Bagian Anggota
Program
dan Data
5. | Yonathan Agustino Fandri Staf Anggota
VII. | Tim Penataan Sistem Manajemerﬂi':\‘éﬂﬁ
1. | Maksimianus Warronsah Kepala | Kordinator Melaksanakan
': Sub merangkap | system :_
Bagian anggota rekrutmen yang |
Keuangan terbuka,
, Umum transparan,
dan akuntabel dan
Logistik berbasis
! . kompetensi.
2. | Hieronimus Daput Kepala
Sub Anggota Melakukan
Bagian assessment
Program individu
dan Data berdasarkan
kompetensi
Menerapkan
| system




dan Data ‘

3. | Oswaldus Romanus Soba Kepala Anggota penilaian
Sub kinerja individu
?agmp Membangun
eknis
system dan
H dan proses
upmas pendidikan dan
4. | Retno Nur Hani Staf Anggota pelatihan
5. | Muhamad Yamin Staf Anggota ngg::;li s
' kompetensi
| dalam
pengolahan
kebijakan dan
pelayanan
publik
| VIII | Tim Penguatan Pengawasan .
1. | Yohanes Bosco Paulino Kepala Kordinator Melaksanakan
Sub merangkap | penerapan
Bagian anggota system
Hukum pengendalian
: : | intern
2. | Hieronimus Daput Kepala Anggota pemerintah
Sub ;;
Bagian (SPIP) pada
| KPU RI
Program
| dan Data Meningkatkan
peran aparat
3. | Oswaldus Romanus Soba Kepala Anggota peran apparat
Su.b pengawasan
Baglaln intern
Teknis pemerintah
4. | Maksimianus Warronsah Kepala Anggota (APIP) sebagai
| Sub quality
Bagian | assurance dan
i Keuangan consulting.
, Umum
dan
Logistik
5. | Maria B. Florence Eldyn Staf Anggota
' 6. | Ari Purnadi Staf Anggota
VIl | Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
1. | Hieronimus Daput Kepala Kordinator -membangun
Sub merangkap system yang
Bagian anggota | mampu
Program mendorong
tercapainya
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—

| kinerja -
| organisasi yang

2. | Oswaldus Romanus Soba Kepala Anggota terukur
Sub
Bagian Mer.ly usun
Teknis | | 1r?dlce'1t0r
. 5 | kinerja utama
3. | Maksimianus Warronsah Kepala Anggota (IKU) Komisi
Sub | Pemilihan
Bagian | Umum
,- Keuangan | kabupaten
, Umum | MANGGARAI
dan
Logistik
4. | Yohanes Bosco Paulino Kepala Anggota
! Sub E
! Bagian j
Hukum |
i
5. | Yohana Korsini Dalima Staf | Anggota
| E
IX. | Tim Peningkatan Kualitas Publik
1. | Oswaldus Romanus Soba Kepala Kordinator | Menerapkan
Sub merangkap | standar
Bagian anggot layanan dalam
. Teknis pelayanan
2. | Maksimianus Warronsah : Kepala Anggota publik.
| Sub Meningkatkan
Bagian partisipasi
| Keuangan masyarakat
, Umum dalam
dan penyelenggaraa
Logistik n pelayanan
. publik.
3. | Yohanes Bosco Paulino Kepala Anggota
Sub
Bagian
Hukum
4. | Hieronimus Daput Kepala Anggota
Sub
Bagian
Program
dan Data
5. | Donatus Jaman Staf Anggota
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Tim Agen Perubahan

Oswaldus Romanus Soba

Kepala
Sub
Bagian
Teknis

Ketua

Hieronimus Daput

Kepala
Sub
Bagian
Program
dan Data

Wakil Ketua

dan

Koordinator
bagian PDOS

Maksimianus Warronsah

Kepala
Sub
Bagian

, Umum
dan
Logistik

Keuangan |

Anggota

Yohanes Bosco Paulino

Kepala
Sub
Bagian
Hukum

Anggbta

Raymundus Tomiyardi

Staf

Anggota

-membuat
rencana aksi

. dari program-

program
reformasia yang
sudah akan

| dilaksanakan

bersama Tim
Reformasi
Sekretariar

merencanakan,

| melaksanakan
| dan

mengevaluasi
kegiatan di
setiap program
Reformasi
Birokrasi
Sekretariat,
serta
nelaporkan
kepada Tim :
Pengarah setiap |
bulan bersama
Tim Reformasi
Birokrasi

-melakukan
kampanye dan
mengajak
setiap pegawai
untuk
melakukan
perubahan
perilaku dan
mental yang
sejalan dengan
Reformasi
Birokrasi
secara aktif.




KEEMPAT

KELIMA

Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu
melakukan koordinasi internal maupun eksternal
dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng

Pada tanggal 27 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

ttd.

Thomas Aquino Hartono

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

/ Sekretaris;:




RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

Rencana Aksi Kinerja : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

Tahun Anggaran 12021

TAHUN 2021

1 o !.&ww._.n?aﬁ mnﬂ\_._mﬂ?ﬁd

1. _uoa_uaz»c.rmb
Tim Reformasi
Birokrasi

1. Membentuk Tim Reformasi Brokrasi
vang ditetapkan dengan Keputusan

Terlaksananya sistem akuntasi dan
Pelaporan Keuangan yang tepat pada
waktunya

2. Pembangunan Komitmen bersama
seluruh jajaran pegawai dan pejabat
untuk melaksanakan Reformasi
Birokrasi secara konsisten dan
melakukan perubahan etos kerja

Kegiatan kick off (deklarasi)
pelaksanaan Reformasi
Birokrasi.

2. Pelaksanaan
Manajemen
Perubahan

1. Internalisasi secara terus-menerus
Reformasi Birokrasi dan rencana aksi

Kegiatan manajemen perubahan paling
sedikit dua kali dalam setahun

2. Pemberian penghargaan
untuk mendorong motivasi
perubahan

Pemberian pegawai teladan
minimal satu kali dalam
setahun

3. Sosialisasi Reformasi
Birokrasi melalui berbagai
media kepada pihak
internal dan eksternal

Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi
melalui berbagai media sosialisasi
sekretariat.

A

W

2 Penguatan Pengawasan

1. Sosialisasi dan
Internalisasi
Pengwasan

Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi
dan Benturan Kepentingan di
Lingkungan Satuan Kerja.

Terlaksanaya Sosialisasi dan
Internalisasi Gratifikasi dan Benturan
Kepentingan di Lingkungan Satuan
Keria.

2. Pembangunan
Sistem Pengawasan
Intern

1. Pembentukan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP).

Ditetapkanya keputusan terkait satuan
tugas SPIP.

2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP
vang meliputi:

Terlaksananya kegiatan SPIP.




a. Menetapkan lingkungan

pemerintahan dan
pembangunan KPU

pengendalian; R
b. Melakukan penilaian resiko;
W
c. Melakukan informasi dan komunikasi
pengawasar, N V V W N V W i W v
3. Penanganan |1l. Penanganan Pengaduan Masyarakat |Tersedianya unit pengelola pengaduan
Pengaduan masyarakat. v N N ¥ v N \ N v N
Masyarakat
2. Melakukan monitoring dan evaluasi |Tersedianya laporan pengaduan ) ) ) _ ) _ _ ) | )
sistem pengaduan masvarakat masyarakat. v v v ¥ R v v N ! v
3 Penguatan Akuntabilitas 1. Pemantauan Pelaporan kinerja. Penyusunan Laporan Sistem
Kinerja capaian kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi
secara berkala Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan v
walctu.
2. Evaluasi internal | Pelaporan akuntabilitas kinerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas
akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (IAKIP) yang
kinerja tepat isi dan waktu. v
3. Peningkatan Pelatihan akuntabilitas kinerja. Terlaksananya kegiatan
kompetensi dan pendidikan/bimbingan teknis/ pelatihan )
akuntabilitas penyusunan LAKIP dan SAKIP di v
lingkungan sekretariat.
4 Penguatan Reorganisasi 1. Klasterisasi Sekretariat. Terisinya jabatan struktural dan anggota
Kelembagaan/Organisasi KPU sesuai kluster.
v v ¥ R
5 Penguatan Tata Laksana 1. Perluasan 1. Pengiriman operator untuk mengikuti | Operator mengikuti pendidikan dan
penerapan e- pelatihan aplikasi yang digunakan pelatihan (Diklat).
government yang untuk menunjang kinerja di lingkungan
terintegrasi dalam |KFU
penyelenggaraan N V N 5 o Y A v W o

2 Pengisian berbagai aplikasi.

100%(seratus persen) aplikasi terisi
dengan baik.

R

Y




2. lmplementasi
Undang-Undang
Keterbukaan
Informasi Publik
KPU

1.Pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Tersedianya struktur ppid di tingkat
satuan kerja

2. Pelaksanaa kegiatan PPID.

Pemenuhan permintaan terhadap
informasi dan dokumentasi

\

By

/_.

3. Penyusunan dan penyampaian laporan
PPID.

Tersedianya laporan pelaksanaan PFID

proSram penguatan
tata laksana KPU

v y
3. Monitoring dan |1. Penyusunan Standar Operasional SOP seluruh unit kerja telah tersusun.
evaluasi Prosedur (sop}.
pelaksanaan N J N 4 N J ¥ N

2. Pelaksanaan SOP.

SOP seluruh unit kerja telah
dilaksanakan.

4. Perbaikan
berkelanjutan

Evaluasi pelaksanaan SOP.

Adanya dokumen evaluasi dan
tindaklanjut pelaksanaan SOP

Penataan sistem
manajemen SDM AS

1.Perencanaan
Kebutuhan

1. Penyusunan peta jabatan.

Tersedianya peta jabatan.

R

2. Pengisian pegawai sesuai dengan
petunjuk.

Tercapainya restrukturisasi pegawai
Kabupaten 17 (tujuh belas pegawai
kabupaten)

/_“

N

N

2. Pengendalian
jumlah pegawai

Pengisian pegawai sesuai dengan
jumlah maksimal

Tercapainya restrukturisasi pegawai
Kabupaten 17 (tujuh belas pegawai

rekruitmen

dan akuntabel (pegawai non PNS)

Aparatur SiPil kabupaten)
Negara
3. Sistem Sistem rekruitmen pegawai transparan |Adanya sistem rekrutmen pegawai

transparan dan akuntabel (termasuk
untuk pesawai non PNS)

4. Sistem promosi
secara terbuka

Promosi jabatan terbuka.

Terselenggaranya kegiatan promosi
secara tebuka.

5. Penilaian kinerja
pegawai

Melaksanakan penilaian kinerja PNS
melalui SKP.

Seluruh PNS melaksanakan SKP




6. Reward and
purishment
berbasis kinerja

1. Pemilihan pegawai teladan di
lingkungan satuan keria

Tersedianya mekanisme pemilihan
pegawai teladan.

2. Pengenaan sanksi disiplin bagi
pegawai yang melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan

Tersedianya laporan penegakan disiplin.

v

7. Sistem Informasi
ASN

Melaporkan data pegawai secara online

100%(seratus persen) pengisian sistem
informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)

pengaduan.

v W N v R v v
Penguatan Peraturan 1. Harmonisasi 1. Melakukan identifikasi, analisis dan |Telah dilakukan identifikasi, analisis
Perundang-Undangan Peraturan pemetaan terhadap seluruh produk dan pemetaan terhadap seluruh produk
Perundangundanga |hukum (keputusan, berita acara, hukum (keputusan, berita aca a,
n/produ k hukum |perjanjian kerjasama) di lingkungan perjanjian kerjasama) di lingkungan v W W W + A V v o
satuan kerja satuan kerja yang tidak satuan kerja yang tidak
harmonis/ sinkron harmonis/sinkron
2. Melakukan revisi terhadap produk Revisi terhadap produk hukum
hukum (keputusan, berita acara, (keputusan, berita acara, perjanjian
perjanjian kerjasama) di lingkungan kerjasama) di lingkungan satuan kerja N V N N J A v v 3
satuan kerja yang tidak yang tidak harmonis/sinkron.
harmonis/sinkron.
2. Sistem Penyusunan Standar Operasional Jumlah naskah produk hukum yang
Pengendalian dan  |Prosedur (SOP) produk hukum. telah dibuat/direvisi, melalui proses
Penyusunan sesuai dengan SOP. J \V N ¥ N \ N \
produk hukum
satuan kerja
Peningkatan Kualitas 1. Penerapan 1. Kebijakan standar pelavanan Tersedianya standar pelavanan.
Pelayanan Publik pelayanan satu
atap KPU v
Kabupaten
Manggarai
2. Penvusunan dan pelaksanaan SOP Tersedianya SOP pelayanan.
pelayanan N N N N N o
2. Penerapan Pendidikan bagi Para pemilih Tersedianva dan terselenggaranya lavanan
partisipasi Publik Rumah Pintar Pemilu,
dalam upaya i | i | I of ! / /
Eﬁ.z:wwmp.wﬁ_ v v v ¥ N A A A A
kualitas pelayanan
3. Penguatan Pengelolaan pengaduan masyarakat. |1. Dibentuknyahelpdesk pengaduan
pengelolaan masyarakat. ¥ Ni N} J A N N A o W
pengaduan
2, Tersedianya SOP pelayanan ) .
i v A A N V




4. Penerapan
reward and
punishment dalam
penyelenggaraan
public

Penerapan reward and punishment
dalam penyelenggaraan pelayanan.

Adanya kebijakan dimasing_ masing
satuan kerja terhadap pelayanan yang
memuaskan,/ tidak memuaskan.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

1

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Ruteng
27 Mei 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

ttd

Thomas Aquino Hartono




